
LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKATOPD 

PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA n:NGAH 

TAllllN ANGGARAN 2022 

BULAN JANlJARI DI OPD DINAS PEMB•:RDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELLJARGA BER•:NCANA 

J. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR 

A. W1ktu Pe11yeltnJtgar11n R1kor 

Selasa, 8 Februari 2022 

B. Pimpinan Rakor 

Sekretaris Dinas Perempuan dan Anak 

C. Prserta Rakor 

1. Pejabat Eselon Ill dan IV 

2. Pejabat Fungsional 

3. Admin masing-masing bidang, Sekretariat atau seksi atau Sub Bagian 

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 

5. Pelaksana pada masing-masing Sekretariat dan Bidang 

D. Notulis 

Pelaksana Sub Bag Program 

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI 

A. Realisasi sampai dengan bulan ini 

a. Fisik = 5,56 % 

b.Keuangan = 899.828.079 (4,75%) 

B. Kegiatan yang berdeviasi lisik 

No Nama Kegiatan 

Targtt Realisasi Devillli 
An~ar•n . . 1---------, 

(Rp) Fmk Fisik Keuangan Fisik 
(%) (•/•) (Rp) (%) 

Ket 

Dinas Pemberdayaan Ptrtmpuan, Prrlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berenrana - Dinas Pemberd1y11n Perempu1n, Perlindungan An1k, Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencan1 

2 

PROGRAM PENUNJANG URLJSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

Honorarium 

322.680.000 

Pengelola 314.520.000 8,33 

Keuangan SKPD 

Honorarium 
Pejabat 
Pengadaan 
Barang dan Jasa 

8.160.000 8,33 

0 

0 

Rekening 
belanja di 

0 (8,33) Aplikui • ,_,,__ ..... 
r 



Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Persiapan 
Pelaksanaan 

1.720.000 

1.720.000 29,07 0 

0 

0 (29,07) 

Penatausahaan 
bclum aktif 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 
Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisui 
Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 

Sosialisasi Peningkatan 
Partisipasi Perempuan di 
Bidang Politik, Hukum, 
Sosial, dan Ekonomi 
Kewenangan Provinsi 

Rapat Persiapan 
Kegiatan 
Peningkatan 
Partisipasi 
Perempuan dalam 
Proses 
Pengambilan 
Keputusan 

375.000 

375.000 100 

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPlJAN 

0 

0 0 (100) 

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang 
memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

Penyediaan Layanan 
Pengaduan Masyarakat 
bagi Perempuan Korban 
Kekerasan Tingkat 195.131.000 13.019.950 
Daerah Provinsi dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan 
Kegiatan 
Penyediaan 
Layanan 
Pengaduan 
Masyarakat bagi 
Perempuan 195.131.000 7,07 
Korban 
Kekerasan 
Tingkat Daerah 
Provinsi dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 

Dinu Pemberdayun Perempuan, Perlindungu Anak, Pe■i 
Berencana - Bidang Pemenuhan Bak dan Perlindungu Auk 

I • I I 



1 

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memertukan Pertindungan Khusus yang Memerlukan 
Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 

1 

Penyediaan Layanan 
Anak yang Memerlukan 

12.967.000 580.040 
Perlindungan Khusus 
Kewenangan Provinsi 

Persiapan 
kegiatan 
Penyediaan 
Layanan bagi 
Anakyang 
Memerlukan 

12.967.000 4,56 
Perlindungan 

4,48 580.040 (0,08) 

Khusus yang 
Memerlukan 
Koordinasi 
Tingkat Daerah 
Provinsi 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 
Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat 

PROGRAMPERLINDUNGANPEREMPUAN 

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 
Kewenangan Provinsi 

Penguatan Jejaring antar 
Lembaga Penyedia 
Layanan Perlindungan 
Perempuan Kewenangan 
Provinsi dan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan 
pelatihan HAM 
bagi Kelompok 
Perempuan 
Rentan 

Jumlah SSK dengan 
Deviasi Fisik Negatid s/d 
Bulan ini : 

Jumlah SSK dengan I 
Anggaran yang di Okon 

9.694.000 274.670 

9.694.000 3,01 2,83 274.670 (0, 18) 

7 0 0 

m. PERMASALABAN DAN BAMBATAN SERT A UPAYA PENYELESAIANNYA 

Permualahan 

Pada bulan Januari terdapat 5 kegiatan yang berdeviasi negatifyaitu 

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mengalami 
kegiatan yang berdeviasi negatif yaitu : 

• SK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ada 2 SSK yg berdeviasi O 



• SK. 1•011ymH1111n Aclml11i1111n11l l'ol11k111111111m 'l'uw111 ASN, n1h1 2 SSK yon!( hcrdcvi1111i lll'!(lllif 

dikn1011nk1111 Knkc111i111o1 holn11jn di Apllkn11i e-1'01111111111111h111111 holum 11k1if 

1 SK 1'ol11hn11nn11 1'011nt11111111h111111 dnn l'c111o111jiun/Vot11ik111,l Kcun111o111n SKI'D 11da I SSK yang 

horcl,w1n,1i 1u,1o11111f cl,111 I SSK hordcv1n11i 0 

2. Ko~lur,111 1•0111hc1d11y111111 Pc1cmp111111 Bid11118 l'olilik , ll11k11m, SoNlnl, dnn llkonomi p11da OrJ,1anis11si 

Ko11111Hy11rnk1111111 Kcwc1111111o1n11 l'rovin11i ncln I SSK ynng hcrdcvl1111i ncw11if ynitu Rupar Persiupnn 

KcJ,1i1111111 Pu11l111o1k111,11, 1•1111l11ip1111i l'orc111p1111n d11l11111 l'ro11c11 Pc11w1111bil1111 Kcpur111111n 

3, Kcl(iurun Pc11ycdiu11n l.uy1111un f(ujuk1111 L11nju111n b11"4i Porcmpu11n Korbun Kekcrasan yang 

1110111od11ko11 Kool'<li111111i Ti111o1k111 Duornh l'rovin11i dun l.inl11N Ducruh Knhup11rcn/Ko11111d11 I SSK ynng 

lwdovio~I no14111if yuilu l'ol11kN1111111111 Kc!(inlun Ponycdiuun l.uyunun Pc118uduan Ma11yurak11t bagi 

l'urc,11p111111 Korhun Kukcr,1111111 Ti11gk111 D11crnh l'mvi1111i dnn l.in11111 D11crnh K11bup111cn/Kot11 

4. Kc1:1iutu11 Ponycdi1111n l .11y11n11n bu1,1i An11k yung Mcmcrlukun Pcrlindu11g11n Khusus yung Memerlukan 

Koordi111111i Tingkur Ducrnh ProvinHi udn I SSK yu11g bcrdcviasi ncgarif yairu Porsiapan kegiaran 

Ponycdiunn l.uyunun bngi Anuk yang Mcmcrlukun Pcrlindungnn Khw1us yang Memerlukan 

Koordi1111si Tini;kur l>uornh Provi1111i 

5. Kogiu11111 l'c111(uu11111 dun Pcnl(cmbungun l.cmb11g11 Pcnycdio Luyunan Perlindungan Perempuan 

Kcwc1111nw111 ProvinNi odu I SSK yung hcrdcvim1i ncgutif ynitu Pcl11ksunn11n pel111ihan HAM bagi 

Kcl<>mpok l'crc111pu1111 Rc11t1111 

llpnya 

Upuya mcng11111si pcrmu1ml11h1111 di 5 kcgi111an yang berdeviasi negatifyairu Percepalan pelaksanaan pada bulan 

Fcbruuri scsuai larger padu E-RKO. 

IV. IU:NCANA KJ<:R.JA HULAN IU:R.IALAN 

Ronc11na kcgi111an di b11l11n Fcbruuri sch11g11i bcrikut : 

Sekrct11ri111 : 

I. Pcngadaan 0arang Milik Dacrah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah 

2. Percncan11an, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkut Daerah 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

5. Administrasi Kepegawaiun Perangkat Daerah 

6. Penycdia Jaso Pcnunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

8. Administrasi Barang Milik, Daerah Pada Perangkat Daerah 

Bid11ng Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan : 

I. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi 

kemasyarakalan kewenangan provinsi . 

2. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah bwenanpn proyiDli 

3. ~encegahan Kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerlla -.a...a 

l111tas daerah Kab/Kota 
,...__ • 

4. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban K 

Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

5. Pen~u~tan dan pengembangan lembaga penyedia fayanan perlidn 

prov111s1 

6. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan 

kewenangan Provinsi 



11111111111 rr111r11ul11111 11111& 11110 Prrllndunpn An1k 1 

I , l11,11v,,,1i111111 I ,11vu111111 h111<i Keluarl(lt dulum Mewujudkan KG clan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya 
J ,int11H 1>11ernh K11hup11ten/Ko111 

2, l'olo111hng1ou1 1•11A p11d11 Lemb11wi Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan 
Provi11Ni 

l l'l111cc1<1thun Kcker11N11n terh11d11p Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan 
l.111h1N 1>11c11th K11bup11ten/Kota 

4, 11u11yudin1t11 l.11y111111n bngi An11k y11ng Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan 
KoordinoHi 'l'ingk11t D11tr11h Provinsi 

5. l•t1t11(1111111n dnn Pcngcmhnnwin Lcmhaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan 
1•erli11d1111g1111 Khu KuR Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

Hhl111111 K1·h111rl(n llcrem·111111, Aclvolill8i d1111 KH: : 

I , Pen1<omhang11n Dc~ai n Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi , Komunikasi , lnformasi dan 
l•:dukuMi (KIE) Pcngcndali11n Pcnduduk clan Kcluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 

2. l'cmbcrdnyann dan Pcningkalan Pcran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 
dnlum 11cngclolnnn l'claynnan dun Pcmbinaan Kesertaan Ber- KB 

Hitl1t111( Pc11gc11d11li1111 Penduduk dnn Kelu11rga Sejahtera : 

I. l'cmuduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam 
rangku Pcngcndalian Kuantitas Pcnduduk 

2. Pcngclolunn Pcluksannan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan 
dun Kesejuht.eraan Kcluarga 

Oidnng D11111 d11n P11rtisipa,ii M11sy11rakat : 

I . Pcnguatan dan Pcngcmbangan Lcmbaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan 
Provinsi 

2. Pcngumpulan, Pengolahan Analisis dan Pcnyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data 
di Tingkat Daerah Provinsi 

3. Pcnguatan dan Pcngembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 
Kewenangan Provins 

4. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak: yang Memerlukan 
Pcrlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

5. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 
6. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarak:atan Tingkat Daerah Provinsi 

dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 



Bidang Pemenuhan Rak dan Perlindungan Anak : 

l. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota 
2. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan 

Provinsi 
3. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan 

Lintas Oaerah Kabupaten/Kota 
4. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan 

Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 
5. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

Bidang Keluarga Berencana, Advok2si dan KIE : 

1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi , Komunikasi , lnformasi dan 
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 

2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 
dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 

Bidang Peogeodalian Penduduk dan Keluarga Sejabtera : 

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam 
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 

2. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga 

Bidang Data dan Partisipasi Masyaraut : 

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perernpuan Kewenangan 
Provinsi 

2. Pengurnpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalarn Kelernbagaan Data 
di Tingkat Daerah Provinsi 

3. Penguatan dan Pengernbangan Lernbaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 
Kewenangan Provins 

4. Penguatan dan Pengernbangan Lernbaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Mernerlukan 
Pedindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

5. Pernetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 
6. Pernberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kernasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 

dalarn Pernbangunan Keluarga Melalui Pernbinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 



V. PENUTl lP 

Kesimpulan pra rapat pcngendalian di Dinas Pembcrdayaan Pcrcmpuan, Pcrlindun~an Anak , PcnL4cnd11li1m 
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jaws Tcngah 1erschu1 adaluh sebagai berikut : 

Capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Perempuan dnn Anak sampain dcngnm bulan Fcbruori , scbai,tai 
berikut 

-
No Unit Kerja 

TarKd Rt'ali!la!li Rt'11liH1i 
Dnia!II 

Fisik (0/e) Fisik <-!.) Kt'IIAIIKIID (''lo) 
--- >-- ·- -- -- --

1 Dinas Perempuan dan Anak 5. 11 5,56 4,75 0,45 -
2 Sekretariat 7,55 7,87 6,74 O,.l2 ··-
3 Bidang KHPP 0,52 0,84 0,90 0,32 

4 Bidang PHPA 2,92 6,09 4,29 3, 17 

5 Bidang KB KIE 0,81 0,81 0,84 0 

6 Bidang DALDUK KS 0,64 0,64 0,64 0 

7 Bidang Data Parmas 1,87 2,73 1,93 0,87 

Demikian laporan pelaksanaan pra rapat koordinasi pclaksanaan APBD Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah di 
lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pcngendalian Pcnduduk dan Keluarga 
Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Januari 2022, untuk menjadikan periksa. 

Semarang, Selasa 8 Februari 2022 

KEPALA DINAS PEMBER DA YAAN 
PEREMPUAN, NGAN 

AN NDUDUK 

~~ CA~A 

t,.._/ _..--: I 

a. r11~~ 
1 Dra 'R MSi MM 

• \->--- NIP✓ 993I02001 
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